II. TELAAH PUSTAKA

A. Akuntans Sektor Publik

Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang
berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa
kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain
yang diatur dengan hukum. B_idang kesehatan, pendidikan, keamanan dan
transportasi adalah contok%o&.publlk Oleh _karena area sektor publik
sangat Iuas maka dé am penyel enggarfgr@/a sérlng diserahkan ke pasar,
namun pemQﬂntah tetap mer‘gabyas nya dengahS%umlah regulasi. Bahkan
beberapa,_,bpdang sektor bllk‘dlkelola dengaﬁ"‘ menggunakan sumber
pendanaarkdarl sumbangan atau dana amal (charltreﬁ) (Mahsun, 2006).

. M’unculnyasektor publik ini tidak terlepa!;::jarl sejarah. Awalnya,
sektor: publ@ﬁl muncul karena ada kebutuhan. arakat secara bersama
terhadap barang ﬁau layanan tertentu‘{Unth menghlndarl terjadinya
alokas dan dIStI‘IbUSI barand &%u fayanan umum yang tidak adil maka
pengaturan pengal okasan dan pendlstn busiannya diserahkan kepada pihak
(pengurus) tertentu. Warga masyarakat akhirnya membayar sejumlah
pagak untuk mendukung pengaturan barang atau layanan umum oleh
pengurus tersebut (Mahsun, 2006).

Sektor publik eksis karena dibutuhkan. Jadi keberadaan sektor
publik di tengah masyarakat tidak bisa dihindarkan, (inevitable).

Masyarakat membutuhkan regulasi yang mengatur pemakaian barang-
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barang publik (public goods). Dalam perkembangannya, sektor publik
sangat berperan dalam pengaturan public goods tersebut sehingga dapat
didistribusikan kepada segenap masyarakat secara adil dan merata
Menurut Jones (1993), peran utama sektor publik mencakup tiga hal, yaitu
regulatory role, enabling role dan direct provision of goods and services
(Mahsun, 2006).

Di setiap negara, cakupan organisasi sektor publik sering tidak
sama. Tidak ada deflnls ,y;iu? ]sgcara komprehensif dan lengkap bisa
dlgunakan untuk s;nua sistem peméﬂ@han Area organisasi sektor
publlk bah@ sering berubarl"upah tergantun@%da Kej: adlan historis dan
suasana ppﬂtlk yang berk ban‘\jl suattl negarE'bl Indoneaa, berbagai
organlsag""‘termasuk dalam.cakupan sektor pubhEmtara lain pemerintah
pusat, perhen ntah - daerah,” sgumlah perusqa\haﬁa"ls;J d| mana pemerintah
memriunya( 5ham (BUMN dan BUMD), organisasi bldang pendidikan,

.
organlsas bldang ‘J@eﬁehatan dan organlqaas organlsas massa (Mahsun,

2006). {9 6

Sementara di Inggrls organlaasu sektor publik diklasifikasi dalam
bidang industri nasional, departemen-departemen pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Organisasi yang termasuk bidang industri nasional,
departemen-departemen pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Organisasi yang termasuk bidang industri nasional antara lain British Coal

Corporation, British Railways Board, British Waterways Board, Civil

Aviation Authority, Post Office dan berbagai korporasi publik lainnya.
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Sementara yang termasuk departemen-departemen pemerintah pusat antara
lain education and science, transportation, health, environment, energy,
social security, property service agency dan lain-lain. Sedangkan
organisas pemerintah daerah meliputi countries (mirip pemerintah
kabupaten/kotamadya), regions (mirip pemerintah propinsi) dan districts
(wilayah otonom tertentu) (Mahsun, 2006).

Ada beberapa perbedaan sifat dan karakteristik antara organisasi
sektor publlk _dlan sektor %aﬁ.éabel 2.2xmenunjukkan perbedaan sifat

dan karakterlst‘:l:l,() or;anlsas sektor pubﬁlg(dengan sektor swasta ditinjau

dari __tUJuaKdrganlsasu, sumiben, pembiayaan, -%))a pertanggungjawaban

strdlktur ;Erganlsm ka Sti k anggararf"'“s stakeholders yang

di pfngaraé dan sistem akuntansi yang digunakanE

Tabel 2 PPerbedaan Sifat dan Karakteristik Orgatxtsas Sektor Publik
%ngan Sektor Swasta :ﬁ;

No. Aspek ﬁérbedaan Sektor Publik % Slek't'or Swasta

1. Tuluan organ’l(sas 1 I&n@roﬂt motive I.-"'Isrofitmotive

2. Sumber pendanaan Pajak, retribusi;™ ~ Pembiayaan internal :
“utang, obligasi, laba  Modal sendiri, laba
BUMN/BUMD, ditahan, penjualan
penjualan asset aktiva
Negara, dsb. )
Pembiayaan eksternad :

utang bank, obligas,
penerbitan saham.

3.  Pertanggung- Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
jawaban kepada masyarakat kepada pemegang
(publik) dan saham dan kreditur.
parlemen (DPR)
12
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No. Aspek perbedaan  Sektor Publik Sektor Swasta
4.  Struktur Birokratis, kaku dan  Fleksibel : datar,
Organisasi hirarkis pyramid, lintas

fungsional, dsb.

5. Karakteristik
anggaran

Terbuka untuk
public

Tertutup untuk public

6.  Sistem akuntansi Cash accounting Accrual accounting

7. Kriteria Laba

keberhasilan

Ekonomi, Efisiensi,
Efektivitas

8.  Kecenderungan _
sifat

9. Dasaroper;&oh;# \E)Il) m& ?

.Organrm pol itis Organisasi bisnis

™ Berdasar mekanisme

pasar
o\
Sumber M dtasmo 2002, h U
ra ﬂ 0
B. New Publi& Management PM) \ 1/ ’Cé
r‘:'/ {
| :Erganism sektor- publik ‘sering digambarkan tidak produktif,

A
tidak efis@:l;\ selau rugi, rendah kualitas, mskun_:qmovas dan krestivitas,

dan berbag{ }rltlkan lainnya. _Muneulnya @ keras yang ditujukan

kepada | organlsa} organlsas sektor ter%but kemudian
1c

menimbul kan gerakan unta

publlk
melakukan reformas managjemen sektor
publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya
konsep New Public Management atau NPM.

Istilah New Public Management pada awalnya dikenalkan oleh
Christopher Hood tahun 1991, la kemudian menyingkat istilah tersebut
menjadi NPM (Hughes, 1998). Ditinjau dari perspektif historis,
pendekatan management modern disektor publik pada awanya muncul di

Eropa tahun 1980-an dan 1990-an sebagai reaks terhadap tidak
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memadainya model administrasi publik tradisional. Penekanan NPM pada
waktu itu adalah pelaksanaan desentralisasi, devolusi, dan modernisasi
pemberian pelayanan publik (Mwita, 2000).

NPM merupakan teori managemen publik yang beranggapan
bahwa praktik manaemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan
dengan praktik mangemen sektor publik. Oleh karena itu, untuk
memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan
teknik mana;i‘men yang Q‘t dl sektor swasta ke dalam sektor
publik, sepertl p jaLdJopSIan mekah% pésar kompetensi  tender
(Compulsoh't‘ﬁompetltlve T|enqler| ng-CCT), i%prlvatlsas perusahaan-
perusaha@ihpubllk (Hughe@ Jackson, 1995'38roadbent & Guithrie,
199|2). E E

-
M'enurut Hood, 1995, 1991; Yamamotm 2003 bahwa Prinsip

,_g
<

v

dasar New %Lylc Management/NPM adalah :

1. Pergerakan ke)arah pemisahan organkﬁl;sas publlklyang lebih besar ke
dalam unlt blsnls untt%< m]aéﬁg masi ng produk sektor publik.

2. Pergerakan ke arah perwl ngan yang lebih besar diantara sektor publik
dan sektor swasta.

3. Penekanan terhadap praktik management bisnis

4. Penekanan terhadap disiplin dan berhemat dalam setiap penggunaan
sumber daya dan aktif mencari sumber-sumber pendapatan alternatif

5. Penekanan terhadap gaya mangjerial harus terlibat aktif, terbuka dan

nyata dalam mengontrol organisasi publik.

14

.22 DIGITAL COLLECTION OF UPT PERPUSTAKAAN UNSOED :::.



6. Penekanan terhadap standar ukuran dan kinerja yang jelas bagi

organisas sektor publik.

7. Usaha untuk mengontrol organisasi publik dalam sebuah bentuk Iebih

tetap “homeostatic” yang didasarkan pada output control dan diukur

melalui indikator kinerja kuantitatif.

Hood (1991) menyebut NPM berasal dari “perkawinan” 2 (dua)

mainstream atau arus utamayang berbeda. Pasangan pertama itu berasal

dari “New Instltutlonal\EfSrﬁnlcs (Ekonoml Kelembagaan Baru)

(Downs, 196(3;) V;hllamson 1975, ﬂ)@) Sedangkan pasangan lain

adgl.ah Mmégerallsm. ‘% Il
llI NewEnsti.'tuti’bnal Ecé cs (Ekonomi Kﬂ"‘embagaan Baru)

2.

Tep ,1.11 ini merupakan akar ' dari pemkw; NPI‘\/I Istilah new

|nstm’1t|onal economics atau. ekonomi kelernbagaan baru merupakan

iurun{@lmu ekonomi yang memusatkg:perhatlan dari beragam

aspek kalm%@n, seperti hukumit'(teorl Qllrganlsm, ilmu politik,
sosiologi, _c_lan_ antro Igai "‘fjalammemaharm institusi  sebagai
kehidupan kom-e-rs_i_a_l, polltlk dan sosial. Bangunan ilmu ekonomi
kelembagaan baru dalam kerangka NPM adalah sebagai berikut :

a) Public Choice Theory (Teori Pilihan Publik)

b) Transaction Cost Economics (Ekonomi Biaya Transaksi)

c) Principal Agent Theory (Teori Agen dan Prinsipal)

Managerialism
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Managerialism sering dihubungkan dengan administrasi publik yang
lebih menekankan kepada pentingnya praktik-praktik managemen
bisnis, dirancang secara spesifik untuk meningkatkan efisiensi bagi
lembaga-lembaga publik.

Mercle (1980), Hume (1981), dan Pollit (1990) beragumen bahwa
managerialism dalam sektor publik merupakan tradisi pergerakan
ilmu manaemen inter_r)asi_q_nal. J.D Edward (1998) mengidentifikasi
managerialism meli uti pat_) 'k(')'mponen yaitu :

8 Touen wtdma mahagerialfsy” addlah, efisiens  ekonomi,
n}sjﬁ‘é'ksimumkano put dan memimumkan input.

I'I b) @oldgi,"keperc aan ates teknik dan alat ilmulll manajemen dan
. : |

| %ﬂampuan manger. untuk menggunak;? teITnik manajemen

\ 'Edélﬁam menyel esaikan semua persoalan. Sw
v -,

&) K%iaran golongan tertentu yang bex

v

ak _q;ébagai bentuk yang

.._m?nyatulslan pandangan dianta_rﬁ para mahaer yang diabadikan
melalui | _i_te_ratufé deh él(;;’npok traini ng

d) Manageriali:s-n;_rﬁel_ih;\t-_r_n?a_ﬁaj:-er sebagai agen moral yang bekerja

untuk mencapal suatu yang terbaik tidak hanya dalam organisasi,
tapi juga bagi masyarakat umum.

C. Badan Layanan Umum (BLU)

1. Pengertian Badan Layanan Umum

Berdasarckan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis
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kinerja di Lingkungan Pemerintah. Dalam Pasal 68 dan Pasal 69 dari
undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan
fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan
pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan
produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Instansi demikian yang disebut
sebagal Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan dapat menjadi
contoh konkrit dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada
hasil (kinerja). ,\ DPQ

Te[mlnéfogl Badan Layé%g‘ UmUm_/Daerah atau BLU/D
masuk he"-publlk sgjak kFI'aﬁn ran Undang- ljff_l)ang No 1 Tahun 2004
;tentalgrgﬂ erbendahar Negbaha, terutama pﬁé Bab XII pasal 68-69

w
tentqn’_g Pengel olaan Keuangan Badan Layanan-Hmum Sebagai tindak

Ianj utrdalam penerapan pengelolaan keuanga{gadan Layanan Umum
;;iber/kantor pemerintah - pusat ‘d%h daerah pemerintah
menerbltkan I?,@raturan PemerlntahENo 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuanganc‘%igaan Layanan Umum. Dalam peraturan
pemerintah tersebut dljabarkanlah dengan lebih jelas mulai dari
konsep, persyaratan, penetapan, dan pencabutan BLU/D hingga
pengel olaan keuangan BLU/D.
Dengan kemunculan BLU/D sebaga instans pemerintah
yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka dari sudut pandang

kemandirian dan otonomi dalam mengelola segala bentuk sumber

daya, instans penyelenggara layanan publik dapat digolongkan ke
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dalam 3 (tiga) bentuk yakni, instansi birokrasi biasa dengan dergjat
otonomi dan kemandirian yang terbatas atau tidak ada sama sekali,
BLU/D sebagai institus yang semiotonom (semi-autonomus
institution), dan BUMNY/D sebagai institusi publik/Negara yang benar-
benar otonom dalam mengelola setigp sumber daya dan pembuatan
keputusan.

Institusi bi rokrasi_biasa ataupun tradisional diselenggarakan
dalam bentuk berj kin |?gark|s (hlerarchlcally organized civil
serwce) dengan ‘;ianya rantai komﬁ@ pada 3et|ap lini tanpa adanya
otonom\'dan kemandi rlap’dplam setiap Ié\%pengambllan keputusan
;oleh masmg-mas ng.instansi pemerintah den@fa"h berbagal aturan yang
haruﬁukutl (ruled-based system). Tata kelolg-jdllakukan secara rigid
atau kéku (red tape) tanpa adanya wewenaJ]':"xg;J yang lebih terhadap
péml m@yrganlsas -lebih dikenal-dengan g;bkras Weberian. Sistem
penydenggaraga administrasi pemql ntah dan layanan publik ini
umumnya dlterapkézn 091 hamplr semua ingtitusi/organisasi
pemerintah baik itu d| Ievel pu&at ataupun daerah. Prinsip dasar seperti
control langsung, tanggung jawab akuntabilitas terhadap pemimpin
yang lebih tinggi, adanya keseragaman (uniformity), prossedur yang
sama dan terstandarisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
institusi birokrasi yang berbasiskan administrasi publik tradisional dan

birokrasi weberian.
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Meskipun demikian, kedatangan BLU/D sebagai sebuah
bentuk penyelenggaraan layanan publik yang baru telah mendobrak
dan menantang bentuk sistem birokrasi weberian dan administras
publik tradisiona diatas. Birokrasi yang kaku dan berdasarkan aturan
yang ketat mulai diperlonggar (deregulasi) dengan
mendebirokratisasikan instansi yang menyediakan layanan publik, dan
memberikan transfer otoritas_kepada instansi pemerintah lain. Instansi
pemerlntah yang men elﬁ}g?gral-(én [ayanan sipil atau publik harus
di pecah k& dal‘;n dua - bentuk, %i sebagal instansi pembuat
kebljak@')'regulas dan npstqnsu pelak&ana*&%ijaf(aq{regulasi (policy-
;operap?nsqollt)..- | ""‘, 1/ - Y:"L '_

g Pemisahan organisasi', |layanan pubﬁ yang melaksanakan

~AJ
kebl Jak’an/regulas dengan operasi/eksekusi nierupakan sebuah bentuk

ydng |o%untuk menyampaikan layanan @ﬁ transparan berorientasi
pelanggan efﬂdlf dan efisien Q/erhoest et al..2010). Untuk
menyelenggarakan Iayar#an(%/ang prlma yang berorientasi terhadap
kepuasan pelanggan maka tata kelola instans layanan publik harus
dirancang sebagaimana mangemen sektor korporat. Pelayanan
sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta/lkorporat dianggap
jauh lebih unggul dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan
masyarakat. Otonomi dan diskresi pengambilan keputusan oleh
mangjemen instansi layanan publik diperluas dengan mengurangi

hambatan-hambatan struktural, manajerial, dan regulas (let manager
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manage atau free to manage). Institusi layanan publik yang diberikan
otonomi dan kebebasan tata kelola sebagaimana organisasi bisnis
dalam ranah kebijakan dan administrasi publik disebut dengan institus
publik yang semiotonom (semi-autonomous public organization) atau
organisasi publik campuran (hybrid public organization).

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU,
adalah instans di Lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan, pelayana[{i(%a(ja\ masyarakat t_)erupa penyediaan barang
dan/atau Jasa yaég dijual tanpa mgq’ﬁtamakan mencari keuntungan
.dan daI@.'m melakukan kthFtannya dldayé&r_arj pada pr| nsip efisiensi
Idan pr uktIV|tas ol g‘blaan Keuangarfﬁadan Layanan Umum,
yang,"i%lanjutnyadlsebut PPK-BL U, adalah pocba-jpenngolaan keuangan
yang .Pﬁemberlkan fleksibilitas berupa kelelugan untuk menerapkan
prbktekqgaktek bisnis yang sehat untuk"‘ﬁ\enl ngkatkan pelayanan
kepada masyarﬂgat dalam rangka me(ga ukan kesej ahteraan umum dan
mencerdaskan kehldupan) ngsa, sebagal mana diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini. (PP Nomor 23, 2005)

Dalam BLU ada komponen-komponen yang dibutuhkan
seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,
yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah rencana dan anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU,

selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan
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penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan
anggaran suatu BLU. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi
teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU
kepada masyarakat. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan
fungs organisasi berdasarkan kaidah-kaidah mangemen yang baik
ddam rangka pemberian layanan yang bermutu  dan
berkesinambungan. Sehubungan dengan pengertian tersebut, BLU
memiliki karakterlstlk %aﬁenkut (Wibawa, 2012) :

a Berkedauka} sebagai Iembagg@emerlntah (bukan kekayaan

N\
o

b, I\/@Eﬁhésilkén-bar jasalyang sefUruhny@sebagian dijual kepada
. _ |

C. T'i;&ék bertujuan mencari keuntungan;

Negir'& yang di pisahkan);

-«

. A S

-

d,',l_Diké%a secara otonom’ dengan prinsig%fisien dan produktivitas
'-_ 'L' l.'l-

da korporag' 3

e Rencana kerj a/angg%n(aan pertanggungj awaban dikonsolidasikan

padainstansi mduk
f. Pendapatan dan sumbangan dapat digunakan langsung;
g. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Non PNS;
h. Bukan sebagai subjek pajak.
2. Tujuan dan Azas Badan Layanan Umum

1. Tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum
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Daam PP Nomor 23 tahun 2005 pasal 2 menyebutkan bahwa
“BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesgahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas
dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan
produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Yang
dimaksud dengan _.praktek bisnis yang sehat adaah

penyelenggaraan &nﬁi ]Qrganms berdasarkan kaidah-kaidah

-—
manajemen ang baik . dalam™ ka pemberlan layanan yang
"berrﬁ.'mU dan berkesi rllalqbungan (PP @623 Tahlljn 2005 Pasal 1
a>@t12) \~ @ /[
| w
2 A_zés Badan Layanan Umum — |
A

I\/Lehurut pasal 3 PP No. 23 Tahun 2005 adalrah sebagal berikut :

\ & é)jl beroperasi © sebagal ‘@ kerja Kementerian
Negaral)@ﬂbaga/pemerlntah daerah untuk tujuan pemberian
Iayanan umum y%é%engelolaannya berdasarkan kewenangan
yang dldel egas kan oleh mstanSI induk yang bersangkutan.

b. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan
kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya
status hukum BLU tidak terpissh dari kementerian
Negarallembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.

c. Menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikota

bertanggung jawab atas pel aksanaan kebijakan
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penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya
kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.

d. Pegabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum Yyang
didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan
lembaga/bupati/walikota.

e. BLU menyel enggarakan kegl atannya tanpa mengutamakan
pencanan keunj\l.in?TE

f "Rencc;a)na jadan anggaran g@ Iaporan keuangan dan kinerja

BL*,U disusun
&

disgjikan ai ba_gian yang tidak

| ;&Verpilsahkan da ana. kerja dénﬁggarén serta laporan
| . i |

’D::keuangan kinerja = w»= | kementerian
| K X

| /Negara/lembaga/SK PD/pemerintah daerah
|g Jj) mengelola penyelenggaraan"“?ayanan umum sgalan
dengan ﬁraktek bisnisyang sg!'}at. |
3. Pejabat PengelolaB{ = 6 3 _—

Sesuai Peraturan Pemerlntah RI' Nomor 23 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pejabat
Pengelola Badan Layanan Umum, adalah :

a. Pemimpin BLU
Rektor Perguruan Tinggi bertindak sebagai Pemimpin BLU
sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas :

1. Menyiapkan rencana strategis bisnis BLU
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2. Menyiapkan rencana bisnis dan anggaran BLU
3. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai
ketentuan yang berlaku
4. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan
keuangan BLU
b. Peabat Keuangan BLU

Pejabat Keuangan BLU berfungSI sebagai penanggung jawab

keuangan berkewau‘gaf) E
1 Me%kookjl nasikan penyusJ‘r%@RBA \

/ 2 M’gyl apkan dok pel ak&anaan%garah BLU

'. SW elakukan pen pendapatah d&f bel anj|a

! ZﬁM enyel enggarakan pengelolaan Kas ‘

' Sﬂllelakukan pengelolaan utang-pi utangg

|
? %‘ryusun kebijakan pengel olaaré’ ang,, asset tetap, dan
N\ mvestaq_BLU X j_,-’

7. Menyel enggarak% &t%] mformas mana emen keuangan

8. Menyd enggarakan akuntansu dan penyusunan laporan

keuangan
Pejabat keuangan BLU terdiri dari :
1. KuasaPengguna Anggaran : Rektor selaku pimpinan BLU

Rincian Tugas Rektor :
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a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian  kepada  masyarakat  dilingkungan
universitas

b. Mengelola, mengembangkan, dan mendayagunakan
seluruh sumber daya Universitas secara optimal sesuai
visi dan misi yang ditetapkan

c. Membina dan mengembangkan dosen, mahasiswa, dan

If"'féﬁagalsﬁ)ﬂdi o "--._\II- |
4% l\/f:én%rta hubungg’%@ kor']'auslljf dengan lingkungan

-f.
r'.
-'II
7

teknologi
@ =, S /

AN Mengarahkan penyusunan perenc'énaan dan pengelolaan
- __gnggaran%)erg%sa%an prinsip/akuntabilitas

g. Memb_lﬁadanTnenl ngkatkan kesgjahteraan dosen dan

\
\
\
\

5:‘7 di dalam iluar universﬁ%sert&d\mgan masyarakat

B . 4 |

‘ @) e. Mengusulkan pendirian program steri baru dalam

\ ‘?—* upaya menjawab tantangan p&kempangan sains dan
[ P D)

tenaga kependidikan

h. Mengarahkan penyusunan program  peningkatan
kesgahteraan mahasiswa serta pengembangan minat
dan penalaran mahasiswa

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2. Pegjabat Pembuat Komitmen
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Tugas pokok dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)
a. Menetapkan  rencana  pelaksanaan  Pengadaan
Barang/Jasa yang meliputi :
1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3) Rancfg_ngar_l__kontrak
p},_--i\'/l' ene«rb%f)%am_ﬁe_nun}ukan Penyedia Barang/Jasa

i

% yetujui- bukti ﬂ@eliar.f'"*-\atau menandatangani

PN
Barang/Jasa kepada PA/KP.
? | S /

\
\
\
\

7 kuitensi/Sgra Perinteh Ke] PK-)"‘ls.\J[aI

ill C‘O\f dMeIak i _r_]trak-dé_rigjén%yedi%Barang/Jasa
‘l 5 €. Mengendalikan pelaksanakan K;Strak "

.~_\_? '“% .| Melaporkan pelaksanaan/pe,g?de?@i'an Pengadaan
|

g. M_enyerahkan hasi [§<erjaanlll_Pé'ngadaan Barang/Jasa
— __kgpad'aIPg I@A%enggn_beritg penyerahan
h. Melap_o_rkan\keTnajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA setiap triwulan
i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pel aksanaan Pengadaan Barang/Jasa
3. Pegabat Penerbit/Penandatangan SPM (PPSPM)

Tugas pokok PPSPM adalah :
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a. Melakukan pengujian atas permintaan pembayaran

b.

Menerbitkan perintah pembayaran

4. Otorisator Perbendaharaan BLU

Tugas Otorisator Perbendaharaan BLU :

a

Bertanggungjawab  terhadap pelaksanaan  fungsi
perbendaharaan BLU

Mengelola,pendapatan yang diterima dan biaya yang

,,f"'dl kel ua;ﬁaﬁ%

. %
v

&N
7y d.

04
(=

l'.
b

b |
f

N

b,

C.

M:éngel ola investas fg]éka pend(ek dan jangka panjang

BLU (PO \_
Menjam itaskedangan BOU |

5. Bendahara Penerimaan dan Bendahara PenTgeI uaran
E‘: Rincian Tugas Bendahara Peneri maan
IIk 'Zba Menerima dan memeri ksa@erl maan negara bukan

Pa jak (PNBP) yang bgfda dal amf pengel olaannya

M enyéor?arél\%P kepada kas negara

Melakukan pembukuan PNBP sesuai dengan standar
SAl

Menyusun |aporan penerimaan kas dan arus kas PNBP
Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsilias
realisasi PNBP dengan KPPN

Menyagjikan informass PNBP sesuai  dengan

substansinya
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Menyimpan dokumen bukti penerimaan dan penyetoran
PNBP

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagal pertanggungjawaban pel aksanaan tugas
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan

Rincian Tugas Bendahara Pengeluaran :

a; Menyu E{' gauan Nomor Pokok Wajib Pajak

?5
Ay
¢
04
=

._\‘

d.

&( -
" "pengel_pl gan dan menyaihpal krT\n kepada kantor

C.

(N}’\NP)

Menyusu kas speumen\%bat p.grbendaharaan dan
pelayanan Perbendaharaan Negara (K PFN) dan Bank
Mengaj.ukan rencana pencaE?n r‘§1r'1ggaran kepada
Pejabat Penanda Tangan at Périntah Membayar
PSPM) sesuai dengE] proseduf dan ketentuan untuk
kel ancara? p@ak&anaan program dan kegiatan
Mempros& usul pencal ran anggaran kepada KPPN
berdasarkan persetujuan PPSPM
Menerima dan menyimpan uang sesuai dengan jumlah
pencairan
Menatausahakan dan  membukukan  penggunaan

anggaran yang berada dalam pengelolaannya

28

.22 DIGITAL COLLECTION OF UPT PERPUSTAKAAN UNSOED :::.



l'.
b

My
| 2,
| B4 /
| =

b |
f

|
|
L

g. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang
persediaan

h. Melakukan verifikass dan pengujian  dokumen
pengeluaran keuangan yang digukan oleh PPK sesual
dengan ketentuan

i. Melakukan pembayaran sesuai dengan kegiatan yang
dilakukan ,.berdasarkan perintah peabat  pembuat

,,f komltm%u BD@

‘lb Méakukan pemotoﬁg@pemungutan dan penyetoran

5:‘7 pajak dari bayaran yaﬁ%lakuk\an Sesuai dengan

| Retentu 7 [ B |

. Membuat surat pemberitahuan pajek tahunan (SPPT)

v\l Menyusun laporan pajak mlal;‘gengqn ketentuan

=
%n. Menyusun laporan pertang jaw_aban kepada kepala

.\-__ \ ﬁPPN | r-’f_/'lf

\ +*
n.__!\_/lenyl'rznrgn (aa’ﬁj) memel ihara dokumen pengeluaran

anggaran

0. Menyimpan dan memelihara dokumen pengeluaran
anggaran

p. Melaporkan hasil pemeriksaan tugas kepada atasan
sebagal pertanggungjawaban pel aksanaan tugas

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan
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l'.
b

b |
f

6. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Tugas pokok Bendahara Pengeluaran Pembantu
a. Menyusun usulan pengajuan uang persediaan (UP),
tambahan uang persediaan (TUP), langsung (LS), dan
ggi sesuai dengan program dan kegiatan yang
dilakukan dan arahan PPK

b. Meneri m_q dar_l_menatausahakan UP/TUP dari bendahara

,,f pengel ' dengénketentuan
NDE R

% Méakukan penguué‘r? ,éan pembayaran atas tagihan
v

&' yang dan bersumber d P/TUE\’

” dI\/IeI ak_u Qtongaﬁ/r_)érnlﬁbutan 'dan penyetoran
¢ : . |

E pajak darl pembayaran yang d&akukT sesuai dengan
Z Ketentuan ;:.r y,

'Z"‘? Menyerahkan surat setoran @ ke_pada BP

\ f. Melakukan pencatatﬁ bukuﬂlr_,di'j kas umum sesuai
A ketentuar%aﬁa betlaku -
g. Menyusun Iaporan pertanggungjawaban  (LPJ)
keuangan
h. Menyerahkan  dokumen-dokumen pengeluaran /
pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran
dan membuat DRPP (Daftar Rincian Permintaan

Pembayaran)
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i. Menyimpan dan memelihara dokumen pengeluaran
anggaran

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagal pertanggungjawaban pel aksanaan tugas

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan

C. Pejabat TeknisBLU .

Pengelola"’l;él;;l_i:% ; s;e_b_agah penanggung jawab teknis di

o)
b,l dang %as -masing yang berfg@uban

,fl M’gﬁyusun peren kegiatan tekgfédi B‘rd\gngnya

2‘03‘/I el aksanakan t@kniss'ééJé\i Mmenurut RBA

|
" SEM empertanggungj awabkan kinerja opesasi onal di bi dangnya

\ Pe:fgelolaTeknis BLU terdiri atas: »-‘E' {j_-

|.k a %"aisator Kegiatan dan Anggaran @A)
\_\ J

"'-\‘_‘Otorisa@_r Kegiatan dan Ang%ran mem,rfljnyai tugas :

1 M_e_r_lg_?ndé)fi k% él%sanaan_ keg"i'-atan dan anggaran yang

men;] adi ke\_/ve_r_ldang_;a_nﬁ&/a

2. Bertanggung jawab penuh tehadap pelaksanaan kegiatan
dan anggaran sesuai dokumen anggaran yang menjadi
kewenangannya

3. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan pencairan

anggaran yang menjadi kewenangannya
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4. Membuat keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
yang terkait dengan substansi tugas seperti menerbitkan
surat keputusan, surat tugas, surat perintah perjalanan dinas,
dan sgenisnya

5. Menandatangani baik secara manual maupun elektronik,
formulir, dokumen, dan laporan yang terkait dengan
penerimaan pendapatan dan atau pengeluaran biaya yang

menjadl ke‘\@rﬁ%n a N\
b Pen‘%un 1‘§glhan (PT) éﬂ{

{ &gﬁuji Tagihan mempunyai &%: x

I| ‘{21‘ Mereri ksa apan, keabsaﬁﬁ?n dok|'umen pencairan
| ' '

E anggaran baik okumen fisik maupun dok'rmen elektronik,
\ 2

¢

E‘: sesuai_dengan ketentuan yanhg berl ;dEu J
v%‘?l\/lemerlksa kebenaran -atas h@aglh 'yang menyangkut

Fd

\, \ tz}*@_\ lain: X
a,_ p|hak yﬁg (Eltunjuk menerlma pembayaran (nama
orang/perusahaan alamat nomor rekening dan nama
bank)
b. nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau
spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak
c. jadual waktu pembayaran
c. Penguji Tagihan Unit BLU (PTU)

Penguji Tagihan Unit BLU mempunyai tugas:
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1. Membantu OKA dalan mengelola anggaran untuk
pel aksanaan kegiatan

2. Membantu OKA dalam menyusun pertanggung jawaban
pel aksanaan anggaran

3. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung pencairan
anggaran baik dokumen fisik maupun dokumen elektronik,
sesual dengz?p_ _ke_t_gptuan yang berlaku

4. M’emerlk%ﬁ%ag atashak tagih yang menyangkut

_%tare} % : 4q v

AL kehandal syaratan/doi&%s:n [')I"eqdukung pencairan
|y | anggar: Q) |
| m ' .

@) b. pihak yang ditunjuk" untuk :meneriT]a pembayaran
| - X

(nama orang/perusahaan, alar@ nomor rekening dan

O nama bank) é’h

. G ﬂlai tagihan yang h%s di bayl_af'll(kesesuaian dan/atau

2
[ @
- _kel ayé;alﬂygiie?n)gan _;')_r_e_ﬂstasi";kerja yang dicapal sesuai
speﬂfl_kas teknl_s yang tercantum dalam kontrak)
d. jadual waktu pembayaran
5. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan
sesuai dengan indicator keluaran yang tercantum dalam
dokumen angaran unit BLU berkenaan dan/atau spesifikasi
teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak

d. Penanggung Jawab Teknis Kegiatan (PTK)
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Penanggung Jawab Teknis Kegiatan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang menjadi
kewenangannya

2. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target kinerja
kegiatan yang menjadi kewenangannya

3. Membuat dan mengagukan dokumen pencairan anggaran
baik secara manual maupun secara elektronik kepada OKA

4. Melakukimﬁlfy% terhadap pe!f\ksanakan kegiatan yang
%enj él kewenangannya'q Vs

g}"mlemberlkan ran perkembb%n/pqu&anaan kegiatan

(o kepadaOK 1/ ™

‘ ecﬁBendaharaUnitBL (BUB)", —_
\ v-"BendaharaUnltBLU mempunyai tugaszx J

¢

'?Menerlma, mencatat -dan r@pertanggung jawabkan

penﬁoatan dan biaya ¥un|t BLU yang ada daam
kewenanganr? 65 -

2. Memotong _ dan/atau memunguit, menyetorkan,
membukukan, dan melaporkan paak sesua ketentuan
perpajakan yang berlaku

3. Menandatangani baik secara manual maupun secara
elektronik dan mempertanggungjawabkan semua dokumen

pengel uaran yang ada dalam pengusaannya
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4. Membukukan baik secara manual maupun secara el ektronik
semua transaks pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan menutup buku pada setiap akhir bulan

5. Membuat register penutupan kas setiap akhir bulan

6. Melakukan perhitungan fisik kas (cash opname) setiap
akhir bulan dan menandatangani berita acara perhitungan

fiskkas .

7. Menyusun ostéi_ké'su,l
IV ERBER "\
4. Persyarat% Péetapan dan Peﬁ%@:tan Status Badan Layanan
SR B\
7, Sljatlj""--satuqn i_nstans‘i'" pemigfintah i'dapat diizinkan

|
men%ola keuangan / dengan. ' Pola ' Pengel olaan 'euangan Badan
- A

Ny

teﬂ%_?js%dministrasif. $

1. F""er.§yarata[*wbstansif yaitu aggbila msténSI pemerintah yang

'L\aya@ Umum (PPK -BLU) apabila memenuhispersyaratan substantif,

berséhgkutan meh{@%n@arﬁan I gyanan";umum yang berhubungan

dengan :

a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum,

b. Pengelolaan  wilayah/kawasan tertentu  untuk  tujuan
meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum;
dan/atau

c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi

dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
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. Persyaratan Teknis terpenuhi apabila:

a. Kinerja pelayanan dibidang tugas pokok dan fungsinya layak
dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melaui BLU
sebagaimana  direkomendasikan oleh  menteri/pimpinan
lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya

b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan
adalah sehat sebagal mana dltunj ukkan dalam dokumen usulan
penetapan BLU D E

. Persyarg)an &dml nistratif terpéﬁu@ apablia instans pemerintah

_.-"yan&ber%ngkutan dapatymenyajikan aél%h dokumen berikut :

Epel ayanan, keuangan, dan manfaat bagi ?syak‘akat;

- dintuk "'Fﬁenlngkatkan kinerja

_ by’Polatatakelola; A
_— N ¢
[ % =~ A

| C. cana startegis bisnis; P

% . <>

d, _LaporaQI(keuangan pokok; |

e Standar pel ayana(r:1) n@u mum
f. Laporan audlt terakhlr atau pernyataan bersedia untuk diaudit
secara independen.

Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota menetapkan
instans pemerintah yang telah memenuhi persyaratan untuk
menerapkan PPK-BLU. Penetapan BLU yang dimaksud dapat
berupa status BLU secara penuh atau status BLU bertahap. Status

BLU secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan
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po

sebagaimana yang dimaksud telah dipenuhi dengan memuaskan.

Status BLU-Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan

teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum

terpenuhi secara memuaskan.

Penerapan PPK-BLU berakhir apabila:

a. Dicabut oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya;

b. chabut oleh ‘{I\ij]ﬁ Keuangan/gubernur/bupatllwal|kota
_.r-'ber%%sark;n usul menten/ﬁﬂ‘qg nan Iembaga/kepala SKPD,

‘&ﬂjal dengan kewéhangannya $

c.gerubah' .statu.

7 ). o |
JJNegara yang dipisahkan. p—t
-

Perfcabutan penerapan PPK-BLU tersebut:dnakukan apabila BLU

.._yané%e(sangkutan sudah tidak meme:@ persyaratan substantif,

teknls daqaau administratif. I[]:stans pemerlntah yang pernah
dlcabut darl status%lﬁ? BLU dapat diusulkan kembali untuk
menerapkan PPK BLU dengan memenuhi persyaratan substans,
teknis, administratif.

BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai

imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Tarif layanan

diusulkan oleh BLU kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD

sesual dengan kewenangannya. Tarif layanan harus

mempertimbangkan :
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a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
b. Dayabeli masyarakat;
c. Asas keadilan dan kepatutan;
d. Kompetis yang sehat

BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan
mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga
(Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIM D) BLU meny\sTB FLBA dengan mengacu kepada rencana
strategls bl snls o‘;ﬁ disusun berdasér/&@ baSIS ki nerja dan perhitungan
akuntangf‘-blaya menurpﬁjenls Iayanaﬁts% RBA BLU disusun
;beda%rkan kebutuhan ?’hampuan pend@*atan yang diperkirakan

at,.badan lain, danEPBN/APBD.

—
~J
: Standa’r Pelayanan Minimum (SPM) ::

,akan:diieri ma dari/ masyar

ilﬂstans pemerintah -yang ‘f‘Pfenerapkan PPK-BLU
menggunakan ,itandar pelayanan rq(nlmum (spm) yang ditetapkan
oleh menten/plmplnahj %nbaga/gubernur/bupatllwallkota sesual
dengan kewenangannya Standar pelayanan minimum  harus
mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan
layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun
2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi
Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa Standar Pelayanan
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Minimum (SPM) adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan
minimum yang diberikan oleh perguruan tinggi negeri yang
menerapkan PK-BLU kepada masyarakat, baik warga perguruan tinggi
maupun masyarakat di luar perguruan tinggi.

Tujuan SPM adalah memberikan standar pelayanan minimal
yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah, antara lain : kualitas
layanan; meliputi tekni_s__ I_aya_r)an, proses layanan, tatacara, dan waktu
tunggu uztukmegijq&atﬁé anan pemerataan dan kesetaraan
Iaya?a*l; big/)a séta kemudahan un‘tﬂl@nendapagkan layanan. Kriteria
SPM yﬁg?l;rus dipenuhigéelalah SMART S/SféJ 3

I'Ia) S@fik, yaitufokus padajenis layanan

P

r

| o |
b) r%surabl e, yaitu dapat diukur e '
N - -
¢) Aitainable, yaitu dapat dicapai Ay

-

| v
d)| Rel éﬁ‘be yaitu relevan dan dapat diand
>

r F
. £
!

€) f’imgly, yar'j,y tepat waktu. X ..
lI"Pri ns_i_p—_pri n'é p%taﬁjaf‘r?j Pel ayanan |V|I nimum (SPM) adalah :
a SPM disusur-]- denganmempertl mbangkan kualitas layanan,
pemerataan, kesetaraan, dan kemudahan layanan serta biaya untuk
menjamin akses dan mutu pelayanan
b. SPM Dbersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka,
terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai

batas waktu pencapaian
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c. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan
kemampuan keuangan kelembagaan, dan sumber daya manusia
yang tersedia.

SPM vyang disusun oleh perguruan tinggi negeri yang
menerapkan PK-BLU harus mencantumkan jenis pelayanan yang
akan diberikan oleh perguruan tinggi negeri, indikator SPM, dan

batas waktu pencapaian SPM Penyusunan SPM yang dilakukan

perguruan tlnggl ngﬁ ﬁng akan~ ‘menerapkan PK-BLU dapat
dllakuk% de}gan menggunakaﬁ‘iggbagal formaI Apapun format

/ yan&%unakan SP g disusun um -Qarus memuat hal -
|| h@perl Kut ihi s+ 7 8 |

‘ JLﬂPendahquan, minimal " berisi.  paparan+ ber'agai pengertian
A

w'" stilah serta pendekatan yang di gunakan:dalam penyusunan dan
%egl pencapaiannya. é‘

2 Dasar QPngembangan SPM, Elnlmal bér;s dasar hukum dan
perundang un'gar%a@ yang melandasu serta prinsip-prinsip
dasar penyusunan SPM _

3. Ruang lingkup SPM menguraikan tentang semua standar
layanan yang diberikan perguruan tinggi negeri yang
mencakup:

a. Komponen layanan, yakni pendidikan, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat, dan layanan administrasi
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b. Setiap komponen layanan terdiri dari sub komponen yaitu
input, proses, dan output.

c. Setiap komponen/sub komponen dijabarkan ke dalam jenis
layanan yang akan diberikan oleh perguruan tinggi yang
bersangkutan.

d. Setiap jenis layanan memiliki indicator kinerja serta target
waktu pencapaian_ _i ndicator kinerjatersebut.

e. Bagiéh_ru li S_PI\/'I"seIanj utnya perlu diringkas dan

/ ditual;elkan dalam bent&{matrik'--._untuk mempermudah

[ c:) LY -

¢
O

gkup merupakali*bagian inti dari SPM

{;:*?f)emahamann 3

04

! yang di'susun oleh perguruan tinggi s
4f€__’$trategi implementasi,.minimal' berisi hﬂaparan tentang prinsip-
\ ‘gf‘]ﬁsip implementasi dan |angkah-|3@<ah implementasi

5 M onito;l'tng dan evaluas (r_(konev)T mrnlmal beris paparan

téhtang_tgjuaﬁz, r?an@ Ilf%gkup,__prinsib—prinsip, instrument dan

mekani sme Iaporandan tlndak lanjut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesa Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan
Minimum pada Universitas Jenderal Soedirman Pasal 1 menyatakan
bahwa Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Jenderal

Soedirman merupakan tolok ukur kualitas pelayanan yang harus

dipenuhi dalam pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan
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pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyiapkan mahasiswa
menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik
dan/atau professional serta siap latih sehingga dapat menerapkan dan
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
Universitas Jenderal Soedirman sebagai salah satu Satuan
Kerja yang menerapkan pola BLU maka dalam memberikan pelayanan
harus sesuai dengan SPM,_ApabiIa dalam memberikan pelayanan di
bidang pend4d| kan p e}j% dan pengabdian kepada masyarakat
tldak sesual .den Standar Pelayahgr@/llnl mum (SPM) sebagaimana
.tercant@ dalam Iamprral? Peraturan ﬁﬁ 8ter| ni maka status
'Penergpan PengelolaanfiKeuafigan Badan [ ayaien Urum (PPK-BLU)

Unlv"'étas Jenderal Soedirman dapat. diusul kaﬁ-ke Menteri Keuangan

A
untuk/dltl njau - kembali sesuai ketentuanf;_peraturan perundang-
A
dd .,
| anggw £

v

SPM &alah ukuran pelayap(an yang hzlarus diberikan oleh
Unsoed. SPM merupakal% jg?ujl |nst|tu5| kepada stakeholder-nya baik
internal  maupun eksternal. UnlverSItas Jendera  Soedirman
merumuskan jenis pelayanan dasar sebagai Standar Pelayanan
Minimum yang berisi indikator pencapaian kinerja dan pelayanan
secara keseluruhan yang meiputi 4 komponen, yaitu : Komponen
Pendidikan, Komponen Penelitian, Komponen Pengabdian Kepada
Masyarakat dan Komponen Administrasi. Salah satu komponen SPM

yang menunjang pola keuangan BLU adalah Komponen Administrasi
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yang mana meliputi Layanan administrasi Akademik, Layanan
administrasi kemahasiswaan, Layanan administrasi keuangan, Layanan
administrasi kepegawaian, Layanan administrasi perlengkapan,
Layanan administrasi umum.
D. Kinerja
1. Pengertian Kinerja

Setiap perusahag_n_.baﬁ_lf pemerintah maupun perusahaan swasta
akan selal i berusahﬁq&arlsarékarywm yang terlibat dalam kegiatan
pros?s"proggkéj)naupun non pro‘ﬁ@ dapat._ll.memberikan prestasi
._qaré{m &&Tﬂk Kinerja |
I'perus&ﬁan" yang tela

|perfgﬁ‘nance atau/actual performance yang berarti p'r‘eﬂasi kerja atau
A

tinggi unt&@dtlapét-....__mmcapd tujuan

aken! Kinefalberasel dari kata job

Qreﬂ%:‘ sesungguhnya yang dicapai oleh se%angﬁ..,Performance atau
kif:)_erja(%ﬂupakan hasi| “atau keluaran g@xsuat__,u proses (Nurlaila,
201017) Meg]urut pendekatan per_itliaku c\jrall?r-ﬁﬁmanajemen, kinerja
adalah klllljanti_t_as. ataulkl%ié fs:éwatu yang d| hasilkan atau jasa yang
diberikan oleh seseorang yang melakuken pekerjan (Luthans
2005:165).

Kinerja karyawan adalah tingkat dimana para karyawan
mencapal persyaratan-persyaratan pekerjaan (Henry Simamora, 1997).
Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2002), Kinerja
karyawan (prestasi kerja) adalah hasil secara kualitas yang dicapai oleh

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
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tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut
Payaman J. Simanjutak (2005), kinerja adalah tingkat pencapaian hasil
atas pelaksanaan tugas tertentu. Menurut Amstrong (1999:15) Kinerja
merupakan hasil kerja dari tingkah laku. Kinerja perusahaan adalah
tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.
Jadi dapat dissimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah kemampuan
mencapai persyaratan-pgrgzar_gtan pekerjaan, dimana suatu target kerja
dapat disel_le_sai'kan {zjc%%tﬁ:yang tepafF atau tidak melampaui batas
Waktly--'yanga_q'iseéakan sehingga tu]ﬂ@ya akan sesuai dengan moral

maupurkét‘fl'@ perusahaano ‘5&)
2. 'Fath]Efaktor yang Mempengar uhi Kinerjg*)
| o w
a Eféktifitas dan efisiens —
| -

E%tif itu bila suatu tujuan tertentu bisa'fq.r?;eap?i_. dan akibat-akibat
' yaﬁ@ak dicari kegiatan penting dari .ﬂéﬁl yang dicapai sehingga
-;ﬁer_lgaki ba@*ﬁan kepuasan waJa_lsltpun :i q ak "'efektif, Sebaliknya
el‘isi;h itu_apabilézalg'r%a@y;b dicarj-carl ticiak penting atau remeh
(Prawi rosentor-l.o,__l_Qéé.)-. —
b. Otoritas (wewenang)
Menurut Prawirosentono (1999) menyatakan bahwa otoritas
(wewenang) merupakan sifat dari suatu komunikasi atau perintah
dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota
organisas kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu

kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya.
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c. Disiplin

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku
(Prawirosentono, 1999 : 27)

Inisiatif

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam
membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan

dengan tujuan organlsm

3. Penilaian KmerjaBL_% DE}?
a Pengertcg1 Péllalan KlnerJaBL‘G{

(:E:BLU yang di d pada perai% ini mellputl Perguruan
Tt;ggi dlbelwah terian/ “Pendi dikan d<|':1n K ebudayaan,

P%uruan Tinggi di bawah K ementerian Agama,‘ dan Pendidikan
A

Lar’hnya (Sekolah Tinggi. Kedinasan, Batal d,an Politeknik) di

bad By
bav% Kementerian -~ Kesehatan, % enterlan Keuangan,

L "

Kementerlqi_ Perhubungan dﬂ Kementerlan Perindustrian.
Berdasarkan Per ur% ér tur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER- 32/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan
Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan menyatakan bahwa
Penilaian Kinerja BLU adalah suatu cara dalam menilai capaian
penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLU, yang
meliputi penilaian aspek keuangan dan penilaian aspek pelayanan,
dilakukan secara tahunan. Penilaian KinerjaBLU meliputi :

1) Penilaian Aspek Keuangan
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Penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja BLU
berdasarkan analisis data laporan keuangan dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
keuangan BLU. Dimana aspek keuangan yang dimaksud
meliputi @ Rasio keuangan dan b) kepatuhan pengelolaan
keuangan BLU. Raso keuangan digunakan untuk
membandi ngkan data keuangan yang terdapat pada pos laporan
keuangéh Kep@qﬂﬂar?pengelolaan keuangan BLU digunakan

untuk ménlal tingkat keﬁgwan BLU terhadap peraturan

Q?r.undang undanq;arqmengenal perfgﬁ olaan keuangan BLU.

ZﬁenllalanAsp Pelayénan ’r:“;

o »
T Penilaian aspek . pelayanan adal-ah penilaian kinerja
- A

p—

.:’ESLU terkait teknis - layanan  dan ;qmutu /manfaat kepada
f%yarakat berdasarkan data Iaya@BLu.. Aspek pelayanan
mellput).a_ 1) kualitas Iayanaq{ 2) mutu "dan manfaat kepada
masyarakat %uaaltgg Tayanan dlgunakan untuk mengukur
segala bentuk akt|V|tas pelayanan umum dibidang layanan
pendidikan pada BLU di bawah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Pendidikan lainnya
(Sekolah Tinggi kedinasan, Balai, dan Politeknik) di bawah
Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian
Perhubungan dan Kementerian Perindustrian guna memenuhi

harapan pengguna barang dan jasa. Mutu dan manfaat kepada
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masyarakat digunakan untuk mengukur upaya peningkatan
kualitas pelayanan umum di bidang layanan pendidikan pada
BLU di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Agama, dan Pendidikan Lainnya) di bawah
Kementerian Kesehatan, Keuangan, Kementerian Perhubungan
dan Kementerian Perindustrian, dan kesesuaian terhadap

persyaratan yang s&euai dengan kebutuhan masyarakat.

E. PUBLICSERVLCE OBL]L\ I?N (PSO) _

Publlc Serm%e Obligation (P/é@ adalah biaya yang harus
dlkeluarkan t“5Teh negara [akqbat dlsparltasx%(bedaan harga pokok
penjuaIaTﬁUMN/swasta engam harga“atas prb"‘duk/jasa tertentu yang

-
dltetapkamoleh Pemerintah.agar pelayanan produkﬂ-asa tGTtap terjamin dan

terj angkau’oleh sebagian besar masyarakat (publllé": r

' Da%phukum PSO adalah Undang-Undang RI :No 19 tahun 2003
tentang Badan Usglaa Milik Negara Pasql( 66 a;/at 1. Menurut UU No. 19
Tahun 2003 tersebut pemgr)ngh dapat memberlkan penugasan khusus
kepada BUMN untuk menyel enggarakan fungs kemanfaatan umum
dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila
penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak visibel,
pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah

dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.

Dalam hal ini, terdapat intervensi politik dalam penetapan harga.
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F. PERBEDAAN BLU DENGAN PENGELOLAAN YANG LAIN

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia sudah ada
sgjak jaman penjgahan Belanda sampal pada saat Indonesia merdeka
BUMN diambilalih dan masih diberlakukan regulasinya. Pemerintah
terus berupaya untuk menyempurnakan pengaturan BUMN dengan
menerbitkan UU tentang _BUMN yaitu Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003,

~NDEQ

Berdasak‘; Undang- Undaﬁé @mor 19 Tahun 2003 perlu
ing tentang BL-L%[SI, yai-t.y :

éan Usaha' Milik Negara, yang selanjutnya ‘dlsebut BUMN,
A

duabar@beberapa hal pef

1. BUWIN (Pasal 4 ang

adafah badan usaha 'yang. seluruh' atau sEbaglan besar modalnya
|::_ld|n@j oleh negara melalui penyer@ secara langsung yang
Iberasal dari *L(ekayaan negara yang(dl plsahkah
2. Perusahaan Perseroag} (Ig%aIJl angka 2)
Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah
BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi
dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh
satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

3. Perusahaan Perseroan Terbuka (Pasal 1 angka 3)
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Perusahaan Persesoran Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero
Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang
sahamnya memenuhi Kkriteria tertentu atau Persero yang melakukan
penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum (Pasal 1 angka 4)

Perusahaan Umum _yang Selanjutnya disebut Perum, adalah
BUMN yang selur‘HP oﬁl nya di ml|lkl negara dan tidak terbagi
atas salclf)am :k/ang bertujuan dﬂ% kemanfaatan umum berupa

_.-"'penk aan barang danfatau jasa yang b&’gutu tlnggl dan sekaligus

n‘@ggejar keuntung berdasarkan prinsi p‘ﬁéngel olaan perusahaan.
;D::Maksud dan tujuan pendirian BUMN aglaliah : '
| = X

I\/'L_éfnberikan sumbangan.  bagi perken:rbangan perekonomian

|'._ n J:BI pada umumnyadan peneri ma@gara pada khususnya.

e

b. Mengejar kﬂjntungan

C. Menyelenggarakan l%ngfaatan umum- berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tlnggl dan memadai bagi pemenuhan
hajat hidup orang banyak

d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi

e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

5. Perusahaan Jawatan (Perjan)
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Perusahaan Jawatan adalah badan usaha milik negara yang seluruh
modalnya dimiliki oleh pemerintah.

Ciri-Ciri Perjan :

1) Karyawannya berstatus pegawai negeri

2) Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemerintah

3) Tujuan utamanya melayani kepentingan nasyarakat umum

4) Permodalan dan pempiay?an termasuk dalam APBN

5) Bagi Perjan ber%k%ijJ%Dublik"'-a,l

p— —
6) Memiliki d emperolelﬂfﬁﬁ%@egara"ﬂ._l

7)83‘@' di bawah departemen dan dib%in Ill’sagrang kepala dari

| departementerkait 7 [ B |

‘IM eﬂ@@( pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2\993%tang Badan usaha Milik Negara khuégny? Bab X dinyatakan
ba'lrl_mwaf@alam waktu 2 (dua) tahun teﬂﬁg sejak Undang-undang
ini mulal berIq?y, semua BUMN ya}g(g berbelrl)_ttj'iz perusahaan jawatan
(Perjan) ,.I'harus_te_lah aZI ughg\en%kn@ menjééi Perum atau Persero.

. Public Service O-t;li_éétiaﬁ-\t_ﬁé(_)_)--dan Universal Service Obligation
(USO)

Kewajiban pelayanan publik/public service obligation atau PSO,
terutama berlaku berdasarkan hukum transportas Uni Eropa, adalah
kebijakan pemerintah kepada perusahaan (umumnya BUMN) untuk

memberikan subsidi, antara lain memberikan perusahaan tersebut suatu
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hak monopoli untuk mengoperasikan transportasi publik dalam jangka
waktu tertentu, umumnya setiap setahun sekali.
Universal Service Obligation (USO) atau kewjiban pelayanan
universal adalah kewagjiban pemerintah untuk menjamin tersedianya
layanan akses komunikasi bagi setiap warga negara walaupun Negara
tidak secaralangsung sebagai penyelenggara layanan tersebut.

2. Badan Hukum Pendidikan (BH P)

Berdasarkan U"Qdﬁ }.Lndang Nomor 9 Tahun 2009 tenatng
Badan Hukum Péndldlkan (BHP), g@ pasal 1 angka 1 disebutkan
Badan t“-:I'ukum Pentprdlf<an adalah jf%aadan hukum  yang
menyglenggarakan p dldllal _formal. Baﬂ'ﬁn hukum pendidikan

-
bertl,ﬁﬁbn memajukan.. pendidikan nasonab—'dengan menerapkan

A
manaefnen berbasis sekolah/madrasah pada j:eﬂjang pendidikan dasar

dén meg@ah dan-otonomi perguruan tin ada Jenj ang pendidikan

v

tlnggl X .

Pengel olaan dlana segra mandl ri oleh badan hukum pendidikan
didasarkan pada prmsup nlrlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan
utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari
kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke
daam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas
dan/atau mutu layanan pendidikan. Pengelolaan pendidikan formal
secara keseluruhan oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada

prinsip : otonomi, akunatbilitas, transparansi, penjaminan mutu,
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layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan,
partisipasi atas tanggungjawab negara.
. Badan Layanan Umum (BLU)

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu bentuk
intans dilingkungan pemerintah yang tugas pokoknya memberikan
layanan kepada masyarakat yang dapat menerapkan pola keuangan
yang fleksibel, berupa kel_el Liasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat daI,Qinﬁr)gka memaksu malkan pelayanan dengan
tetap menoajol ka‘ﬁ produktivitas, e’fﬂl@s dan efekt|V|tas BLU pada

prlnSIpnya merupakan q‘m untuk menlﬁ&%kan klnerja pelayanan

*-.,

publllg-melaw penerapan rﬁdj]ajemen keuar‘ﬁan yang berbasis pad
»

hasu IE’ofeﬂ onalitas, akuntabilitas dan transparans
x|

_ /Ada keistimewaan tersendiri- dalam ,.BLU yaitu fleksibilitas

,_‘;\
d elolaan k t A
aﬂamp% olaan keuangan yaitu: &

v

1. Pendapata@,.gperasonal dapat dlggnakan Iangsung sesuai Rencana
Blsnls dan Anggarar% gwpa terleblh dahulu disetorkan ke kas
negara, namun seluruh pendapatan tersebut merupakan PNBP yang
wajib dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2. Anggaran belanja BLU merupakan anggaran fleksibel berdsarakan
kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah
pengeluaran, belanja dapat bertambah/berkurang dari  yang
dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau

berkurang, setidaknya proporsional.
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Dalan rangka pengelolaan kas BLU dapat merencanakan
penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan pemungutan/tagihan,
menyimpan kas dan mengelola rekening bank, melakukan
pembayaran, mendapatkan sumber dana untuk menutup deficit
jangka pendek, dan memanfaatkan kas yang menganggur (idle
cash) jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

BLU dapat mengelola.pl utang dan utang sepanjang dikelola dan
dlsdmkm ,Ql Btl}],‘ eﬂsuen _ekonomis, transparan, dan

bertanggungj‘;Nab serta membér/ikeh n|Ia| ‘tambah sesuai prakyik

"blsnls‘yang schat. gy ‘5&) __
BQ}J dapat'melak an--ﬁl\/gstasi -"jangka’fﬁendeklll maupun jangka
" w
rﬁiang —
-

"gadaan barang dan jasa BLU yang surqber dananya berasal dari

peng‘a'&a[an operasional, hibah tidak ter:lgf hasl kerjasama dengan

p| hak lai nnya dapat dilaksanakan, K't1);erdasqarkan ketentuan pengadaan
barang/jasayang glter)ap@an plmpl nan BLU.

BLU dapat mengembangkan kebijakan, system, dan prosedur
pengel olaan keuangan.

BLU dapat memperkerjakan tenaga professional non PNS

Pegjabat Pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLU dapat

diberikan remunerasi.

Untuk Melihat perbandingan satuan kerja Non BLU dengan

satuan kerja BLU dapat digambarkan pada tabel 2.2 berikut :
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Tabel 2.2 Perbandingan Satker BLU dan Satker Non BLU (Satker Biasa)

No | Uraian Satker BLU/BLUD Satker Non BLU
1 | Wewenang pengelolaan | Otonomi Tidak ada otonomi
keuangan
2 | Fleksibilitas > Pendapatan dapat langsung | > Tidak memiliki fleksisibilitas
digunakan™ ~.
> Anggaralmelaqlq,ﬁeksbe] N\
3 | Anggaran _>-IDi N Lberdasar G‘ri > Anggaran direncanakan
Renstra dalam. dok g “\berdasarkan renstra
/| _“RBA ditetapkan diusulkan& ditetapkan  oleh
/ ;5‘7 kementerian setelah |1 keingnterian
M, mendapatk ersetujuan.|., O
o) Dewas-. YAl
4 | Belanja (¥ > Haus sesual >tj-larué sesuai dengan
) »  Dana PNPB/PAD. dapat )-E)IPA(RKAKL atau DIPA
;':: digunakan terlebih. - dulu Alntuk|pemerintah daerah
v, | tenpa melalui | KPPN/Kas| />=Dana Masyarakat/ APBN
» "y Daerah . “harus melalui KPPN
5 | Pendapatan : ua pendapatan harus disetor gﬁua /pendapatan PNBP/PAD
\, kas Bendaharan Satker us disetor ke kas negara/daerah
N BLU/
6 | Pengelolaan Kas > Merenca[pl?n e@ e?’ },.-"'Merencanakan penerimaan &
-penerl geluran - pengeluaran kas
» Meakukan
> Melakukan pemungutan pemungutan/tagihan
pendapatan/tagihan » Melakukan pembayaran
» Melakukan pembayaran
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» Mendapatkan sumber dana

untuk  menutup  deficit
jangka pendek
» Memanfaatkan idle cash
7 | Piutang Dapat mengelola piutang Tidak dapat mengelola piutang
8 | Utang Dapat mengel ola utang Tidak dapat mengelola utang
9 |Investas Jangka Pendek/ | Dapat _melakukan investasi | Tidek dapat mengelola investas
Jangka Panjang jangka pend angka jangka pendek maupun jangka
pm?gngx ekqnﬁ%:‘% “panjang
10 | Stander Biaya lkan satker BLU/Bng Menggunakan SBU Kementerian
ditetapkan ol angan/Indeks Biaya Kepaa
/ enkeu/K epal@iRaerah ah
11 | Bagan Akun Standar (BAS) W Standar Akuntang.|, >«SAP
h  Pemerint ~17 | <>
I [ > Standar Akuntans - !
() Keuangan (SAK) - Pt
| > BAS - -1
12 | LaporanKeuangan '\ »{ Menyusun laporan keuangan M@u n-iaporan keuangan SAP
7 "1SAPdan SAK /%
13 | Pengadaan Barang/Jasa '\ b Boleh - dilakukan 5 Menggunakan Perpres tentang
N sebagian/seluruhnya  tidak PBJ secara keseluruhna
. mengikuti Perpres PBJ ,’”
> Jika adal tidak |
“—mengikuti “Pefpres  PBJ+—
maka pimpinan-satker BLU
harus membuat peraturan
tentang PBJ
14 | Audit » Dilakukan oleh Satuan | » Pemeriksaan oleh SPI dan Itjen
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Pemeriksaan
dan Itjen
Pemeriksaan ekstern BLU
yaitu BPK atau KAP

Intern BLU | >

Pemeriksaan ekstern oleh BPK

15 | Pegawai PNS dan tenaga kontrak, | » PNS dan tenaga kontrak
dapat mempekerjaan tenaga
professional Non PNS_
16 | Remunerasi Pejabat o dewan » Untuk satker pemerintah pusat,

Lg?g\@;japal dlbﬂ@ R

_ dan menteri keuangan

uneras

remunerasi berdasarkan
peraturan dari menteri teknis

Perbedaan antara BLU, Satkﬁr

1”"’

& —
BiasayPSO/USO, BU

ﬂb

.“.

O .H\"r

P dapat dilihatpada taf)el 2.3 berikut :

O |

Tabel 2.3 Perbedaan BLU dngan%ﬂgelolaan__ Lain . E |
No | Uraian BLU ' V.Perjan PSO/USO SWBUMN BHP/BHMN
1 | Anggaran APBN &,ﬁPBN > APBN . > APBN > Kekayaan
PNBP | 0 > “Kontribusi @u >/ Kapitaisas negara yang
\ operator /" cadangan dipisahkan
N\ > Sumber-sumber _’ > Sumber lainnya
. T 7
- 9>Ej1‘smjaman/hnbah
e wsepertit Word
Bank
2 | Tujuan Tidak Tidak Tidak mencari | Mencari keuntungan Nirlaba atau Tidak
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mencari Mencari

keuntungan | keuntungan

keuntungan

mencari
keuntungan

Status PNS&Non | PNS PNS PNS PNS & Non PNS
Pegawai PNS
Penerapan Perguruan BUMN (PT Kereta | PT PosIndonesia Universitas
Tinggi Api PT Indonesia, Institut
—Telek ikas, PT Teknologi
I‘EL'N - Bandung (ITB)
SN R,
v :
/ O
7 (8 |
\:
| ‘; N \ &
) )8
2 <A )
? -, S
X
1963
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